
(4) Badan .

(3)

i" I2. Dewan Penasehat;
~'I~:::;:i:~:;::::7:::::i::h:::p:::::Lapangan TeJl

bang Kemajoran; I
Dewan Pennsehnt jang bertugns memberikan nasehat-nasehat, paJ
dangan-pandangan, Saran-saran dan lain sebagainja kepada Men1
teri Perhubung~ Udnra selaku Koman,danProjek peranggotakan l
1. Menteri/Panglima Angkntan Udara\. b
2. Menteri Pekerdjaan Umum ,dan Tenaga, M,.l.,.'

3. Menteri Agraria, ~l
4. Gubernur, Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Dj/akartaRaya; ;I
(1) Badan Pembantu Ment.erxi, Perhubungan Udara, se1andjutnja dj I

singkat Badan Pembnntiu, terdiri dari Ketua, Waki1 Ketua I
beberapa Anggota. \

(2) Badan Pembantu bertugas
a. memberi pimpinan dan bimbingan kepada Badan pelaksana!

serta menjelenggarakan pengawasan atns pekerdjaan-
pekerdjaan Badan Pelaksana; i

b. memberi saran-saran, usul-usul dan 1aporan-laporan, I
baik atas permintaan maupun tidak kepada Menteri per-I
hubungan Udaro.; I

Madan Pembantu mempunjai wewenang mengambi1 tindUKan-tin,
dru~anuntuk menjelesa±kan soal-soal routine dalam peker-;
djaan-pekerdjaan pelaLsonaan;

MEMUTUBKAN: !

1'1
SUSUllanOrgnniso.siPeLc.k.sarraRentjnna Darurat Perbaikan dan
Perpandjangan Lnpangan Terbang Kemnjoran sebngai berikub
1. Menteri Perhubungan Udnrn, selnku Komandan Projek;

tahun 1964;30 Keputusan Presiden No. 215 dan No.

a , 'bahwa dengan lceputucan kmni No. tiahun 1.964 Rentjana Dar
rat Perbaikan dnn Perpandjnngnn Lapangan Terbang Kemajor~
tie Lah dinja tralcan sebo.gaiPrchjek Nasiona1;. I ~

b. b ahwa gtana meLalco arralcan tugas tersebut, perlu menetapkan I
organisnsi pelnksnno. sebagai dimuat de.Lamkeputusan ini; I·

1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
20 Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan

No. 239 tahun 1964;

I'

ITAl-WN19640268NO.

'tI;

PRESIDEN REPUBLIK rn:UOHESIA

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA

KETIGA

Menetapkan

PERTAMA

Mengingat

Menimbnng



SALINA]"l

J. L8Il.llil~A

Ditetapkan di Djakarta
::;)nda-'can(5gal.~ ~ ~6J/
P .C.8ILJ';jJ~ IHDONBSIAPd.

5ura-'c-L:eputusanini n.uLa.Lberlaku padn hari ditetapkannja.KEENAM

(2)

a. mengadakan hubungan dan kerdja eama dengan l.nstansi­
instansi lainnja jang mempunjai projek-projek jang 1
sung ataupun tidnl<:langs1il.ngberhubungan dengan projek
termaksud;

b. membentuk team-team kerdja biJ.aroanadipandang perlu unt
kepentingan penjelenggaraan tugas kewadjiban; .

c. mengangkat dan meuberhentikan tennga pegawai/pe~erdja
harian untuk kepentingan pekerdjaan;

Badan Pelaksana bertanggling-djawab kepada Badah Pembantu;

Badan Pembantu dan TIndanpelaksana mengatur tjaz-abelcerdja
dari tjara pelllbiajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan
peraturan jang berlnku sedemikian rupa sehingga pelaks~LC4c~f
ticlnl<:mengc.Lami, l<:elm;}bn-'can; .
SeIlluapengeluaran uarigj arig.diakibatl<:anoleh peraturan ini .
dibebnnkan pada bL:.;_ja Projek ini;

(5)

(1)KELDJJA

b.

Dalrunmenjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Badan Pel
sana harus 'IDengaturpekerdjaan sedemikian rupa sehingga
pekerdjaan-pekerdjaan operasioni~ di Kemajoran tidak te
ganggu oleh pekerdjaan-pekerdjaan pelaksanaan sipil-tek
nis; .
Untuk keperluan diatas Badan tersebut harus mengadakan
koordinasi sebaik-baiknja dengan instansi jang bersang-
kutan jang ada di Kemajoran.

(4) Badan Pelaksana meropunjaiwewenang untuk :

(3) a.
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(4) Badan Pembantu bertanggung-djawab kepada Menteri

Udara;

Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang PemimpillProjek (Pr
ject Manager) dan sco:':'nngWakil Pemimpin Projek (Wakil Pr :
ject :tIanager),jang dLdaLam pekerdjaannja dibantu oleh se
an staf jang meliputi bidang-bidang antara lain : pere~tja
naan, koordinasi dan pengawasan :
Badan Pelaksana bertugas :
Menjelenggarc-kan pekerdjaan-pekerdjaan perentjanaan (surv
design) pelengl<:ap,perentjanaan dan pengawasan atas pelaks
naan Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan
Terbang Kemajoran, dengan ketentuan, bahwa pekerdjaan pe
tjanaan (survey/design) dan pelaksanaan projek ini akan di
selenggarakan oleh Perusahaan-perusanaan Bangunan Negara (
jang akan ditundjuk oLeh hienteriPekerdjaan Umum).

(2)



Para Wakil Po r-darra Llenteri.

Paz-a Henteri Koo.:cc-:_j_natorKompartemen.
Fara Menteri.

11adjelis Pe r-musj 2.\/2I'o.tanRakj at Sementara,

Dewan Perwnkil2.Il R2~.:jat Gotong Roj orig,
DeWall Pertimbango.n Agung.

Badnn l:Jemeriksa Keuangan Negara.

Menteri Sekretaris Hegara.

Menteri Sekretaris Presidium Kabinet R.I.

Departemeb. Drusan Pendapatan,l?eItlbiajo.andan Pengawasan.(3 x
Departemen UrUBD.n Anggarnn Negaruo

Departemen Perhub~mgClrl Udara (Biro Administnusi/Personalia).
Departemen Perhubungan Udara (Biro Keuangan/Perulutan).

Departemen PerhubungClrl Udara (Biro Tata-Hukum/Perundung-uncln
an) •
Bank Indonesiu.

Bank Pembangunan Indonesia di Djakartao
Direktorut Penerbangan Sipil.

Direksi P.N. An[:;k2SD.Pura "Kemeyoran".

SALINAN daz-L kepUJC1L'.-; an ini dLe amp ad.lcari Ice p ada
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